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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

1. Perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna jasa kartu kredit jika dipakai 

orang lain seperti yang dijelaskan Pasal 1 Angka 7 tentang Peraturan Bank 

Indonesia Nomor : 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank 

Indonesia Nomor : 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat 

Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (PBI APMK) didalam ditegaskan 

bahwa pemegang kartu kredit adalah pengguna yang sah dari APMK. Pihak 

bank tidak menjamin bila kartu tersebut hilang ataupun dicuri, untuk itu perlu 

di buatnya suatu Undang-Undang yang lebih spesifik dalam melindungi 

konsumen dalam hal ini pengguna kartu kredit karena penulis merasa Undang-

Undang perlindungankonsumen yang sekarang masih kurang dalam 

melindungi nasabah pengguna kartu kredit 

2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat terjadi dalam 2 bentuk yaitu 

penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa 

konsumen melalui pengadilan. Dalam kedua bentuk penyelesaian sengketa 

tersebut, Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilanlah yang banyak 

di pilih untuk menyelesaikan masalah antara konsumen dalam hal ini pengguna 

kartu kredit dan produsen dalam hal ini pihak bank. 
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5.2 Saran 

1. Pemerintah harus lebih mengupayakan aturan-aturan untuk melindungi 

konsumen dan lebih memfokuskan adanya perlindungan hukum untuk nasabah, 

khususnya untuk nasabah pengguna kartu kredit. Karena berdasarkan hasil 

pembahasan, belum ada kepastian perlindungan untuk para nasabah yang 

mengalami kehilangan kartu kredit. 

2. Nasabah atau konsumen harus bersikap lebih cermat dan pro aktif untuk 

mengetahui hak yang seharusnya diperoleh, tidak hanya menunggu itikad baik 

dari pelaku usaha untuk menjelaskan prosedur penggunaan jasa atau suatu produk 

tetapi lebih aktif untuk menyuarakan dan menanyakan hak dan kewajibannya 

selaku konsumen apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara pelaku usaha, 

nasabah atau konsumen dipastikan paham tentang apa yang harus ia lakukan. 
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